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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran relasi kuasa dalam terjadinya 

eksploitasi seksual anak pada kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis. 

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen berupa putusan pengadilan, 

pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan, dengan instrumen pedoman 

analisis dokumen dan teknik triangulasi sumber. Analisis dilakukan secara 

interpretatif kritis untuk mengidentifikasi posisi sosial pelaku, bentuk 

ketergantungan korban, dan konfigurasi dominasi dalam institusi pendidikan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terjadi dalam relasi kuasa 

nonformal yang terlegitimasi secara sosial dan simbolik, sehingga menciptakan 

ketimpangan struktural dan membatasi resistensi korban. Temuan ini menegaskan 

bahwa eksploitasi seksual anak merupakan fenomena struktural yang diproduksi 

melalui distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam institusi pendidikan, 

bukan semata tindak pidana individual. Oleh karena itu, pencegahan memerlukan 

penguatan pengawasan institusional dan restrukturisasi relasi kuasa secara 

sistemik.  

Abstract: This study aims to analyze the role of power relations in the occurrence 

of child sexual exploitation in the case of the rape of female Islamic boarding 

school students in Bandung. The research employed a qualitative approach with a 

critical case study design. Data were collected through document analysis of court 

decisions, media reports, and relevant academic literature, using a document 

analysis guideline and source triangulation. Data were analyzed interpretatively 

to examine the perpetrator’s social position, the victim’s structural dependency, 

and patterns of domination within the educational institution. The findings reveal 

that sexual exploitation occurred within socially and symbolically legitimized non-

formal power relations, producing structural inequality and limiting the victim’s 

capacity to resist. The study demonstrates that child sexual exploitation constitutes 

a structural phenomenon rooted in unequal power distribution within institutions 

rather than merely an individual criminal act. Strengthening institutional oversight 

and restructuring power relations are therefore essential for prevention. 
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INTRODUCTION  

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang terus menjadi 

perhatian dalam kajian hukum, sosial, dan kebijakan publik. Berbagai laporan global menunjukkan 

bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam skala yang signifikan dan sering kali dipengaruhi 

oleh faktor struktural seperti ketimpangan sosial, lemahnya sistem perlindungan, serta relasi yang tidak 

setara dalam lingkungan keluarga maupun institusi (World Health Organization, 2022; UNICEF, 2024). 

Anak berada dalam posisi rentan karena keterbatasan usia, ketergantungan sosial, dan keterbatasan 

akses terhadap mekanisme perlindungan. Dalam konteks kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan 

orang, kerentanan tersebut semakin kompleks karena melibatkan jaringan kekuasaan yang lebih luas 

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2023). Perkembangan teknologi digital juga menciptakan 

bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual yang sulit diawasi secara efektif (INTERPOL, 2023). 
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Secara normatif, komunitas internasional telah menetapkan standar perlindungan anak melalui 

berbagai instrumen hukum. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas 

perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi (Tobin, 2022; 

Lansdown, 2020). Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan anak telah diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi kekerasan seksual terhadap anak. Namun 

demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya 

menjamin perlindungan efektif di tingkat praktik. Hambatan implementasi sering kali muncul dalam 

bentuk lemahnya pengawasan, budaya institusional yang tertutup, serta ketimpangan relasi dalam 

struktur sosial (Mawarni et al., 2023; Zahara & Suherman, 2024; Gisella, 2023). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa persoalan eksploitasi seksual terhadap anak tidak dapat dipahami semata sebagai 

kekosongan regulasi, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan dinamika relasi 

sosial dan distribusi kekuasaan dalam institusi. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai 

perspektif. Studi kesehatan masyarakat dan kriminologi menyoroti karakteristik pelaku, faktor risiko, 

serta dampak psikososial terhadap korban (Devries et al., 2020; World Health Organization, 2022). 

Penelitian lain menekankan hambatan pengungkapan kasus yang disebabkan oleh relasi ketergantungan 

dan tekanan sosial dalam lingkungan terdekat korban (Moss et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, 

faktor sosial-budaya dan lingkungan pendidikan diidentifikasi sebagai determinan penting dalam 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Gea et al., 2025; Siregar et al., 2024). Selain itu, laporan 

internasional menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan 

responsif terhadap kerentanan struktural (Save the Children, 2023; UNICEF, 2023). Meskipun kajian-

kajian tersebut memberikan kontribusi signifikan, sebagian besar masih menempatkan eksploitasi 

seksual anak sebagai persoalan individual atau kelemahan implementasi hukum semata. Analisis yang 

menempatkan relasi kuasa sebagai konfigurasi dominasi non-formal dalam institusi sosial masih relatif 

terbatas. Padahal, dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak semata berada dalam ranah formal 

negara atau hukum, melainkan tersebar (diffuse), produktif, dan bekerja melalui praktik sehari-hari, 

norma, wacana, serta mekanisme disipliner dalam institusi (Foucault dalam Syafiuddin, 2018). 

Kekuasaan bukan hanya represif, tetapi juga produktif karena membentuk subjek, menghasilkan 

kepatuhan, dan menciptakan “kebenaran” yang diterima secara sosial. 

Dalam kerangka Foucault, relasi kuasa dipahami sebagai jaringan relasional yang hadir di 

mana-mana, bekerja melalui internalisasi norma dan pengawasan yang tidak selalu tampak. Institusi 

pendidikan, termasuk lembaga berbasis keagamaan, dapat menjadi ruang beroperasinya kekuasaan 

disipliner melalui struktur hierarki, kontrol moral, dan legitimasi simbolik. Kekuasaan dalam konteks 

ini tidak selalu berbentuk perintah eksplisit atau paksaan fisik, melainkan berkembang melalui 

mekanisme normalisasi, pembentukan kepatuhan, serta relasi ketergantungan yang dianggap wajar. 

Dengan demikian, dominasi tidak selalu hadir sebagai kekuasaan formal, tetapi sebagai pengembangan 

kekuasaan (development of power) dalam relasi sosial yang terinstitusionalisasi. 

Teori sosial dan gender juga menunjukkan bahwa ketimpangan relasi dalam masyarakat sering 

kali dilembagakan melalui norma budaya dan struktur institusional (Connell, 2021; Fraser & Jaeggi, 

2022). Struktur patriarki dalam berbagai konteks sosial turut memperkuat posisi dominan laki-laki 

dewasa, sementara perempuan dan anak berada dalam posisi yang lebih rentan (Benhabib et al., 2017; 

Butler, 2024). Jika dikaitkan dengan perspektif Foucault, struktur tersebut dapat dipahami sebagai 

bagian dari rezim pengetahuan dan norma sosial yang mereproduksi ketimpangan melalui praktik 

sehari-hari. Kekuasaan bekerja melalui legitimasi moral dan pengakuan kolektif, sehingga relasi 



 Media Hukum Indonesia (MHI) 
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 

https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index 

            Vol. 4, No. 2, June 2026 

                    e-ISSN: 3032-6591 

                         pp 1-7 

 

 

Media Hukum Indonesia, 2026, Vol.  4, No. 2, P. 1-7 

dominasi sering kali tidak dipersepsi sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai tatanan yang 

“normal”. 

Kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung menjadi ilustrasi konkret bagaimana relasi 

kuasa non-formal dapat berkembang menjadi mekanisme dominasi yang merugikan anak. Dalam 

lingkungan pendidikan berbasis keagamaan, figur pendidik sering memperoleh legitimasi sosial dan 

simbolik yang kuat. Legitimasi tersebut menghasilkan relasi hierarkis yang menempatkan santriwati 

dalam posisi subordinat dan bergantung. Dalam perspektif Foucault, relasi ini mencerminkan praktik 

kekuasaan disipliner yang bekerja melalui pengawasan, internalisasi nilai kepatuhan, serta produksi 

kebenaran moral yang sulit dipertanyakan. Ketika relasi tersebut tidak disertai mekanisme pengawasan 

yang transparan dan partisipatif, ketimpangan dapat berkembang menjadi eksploitasi. Kasus ini 

menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu muncul dalam bentuk paksaan terbuka, tetapi dapat bekerja 

melalui internalisasi kepatuhan, kontrol simbolik, dan ketergantungan struktural. Kekuasaan 

berkembang dalam relasi sehari-hari yang tampak wajar, namun secara sistemik membatasi ruang 

resistensi korban. Dengan demikian, eksploitasi seksual terhadap anak perlu dipahami sebagai 

manifestasi dari relasi kuasa yang tidak seimbang dalam institusi sosial, bukan semata sebagai tindakan 

kriminal individual. 

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, terdapat celah ilmiah dalam integrasi antara 

analisis perlindungan anak dan pendekatan relasi kuasa Foucauldian dalam menjelaskan eksploitasi 

seksual anak sebagai fenomena struktural. Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan 

menempatkan relasi kuasa non-formal sebagaimana dipahami dalam teori Foucault sebagai variabel 

analitis utama dalam memahami kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. Pendekatan ini 

memperluas perspektif hukum dan kebijakan dengan menekankan bahwa eksploitasi seksual terhadap 

anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma, tetapi juga dengan konfigurasi kekuasaan yang 

berkembang dalam institusi pendidikan melalui legitimasi simbolik, normalisasi, dan mekanisme 

disipliner. 

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan satu pertanyaan utama: Bagaimana 

relasi kuasa, dalam perspektif pengembangan kekuasaan non-formal, berperan dalam terjadinya 

eksploitasi seksual anak pada kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung? Tujuan artikel ini adalah 

untuk menganalisis bagaimana konfigurasi relasi kuasa non-formal dalam institusi pendidikan 

menciptakan ketimpangan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, serta 

untuk menjelaskan implikasinya terhadap penguatan sistem perlindungan anak secara struktural dan 

preventif. 

 

RESEARCH METHOD  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis. Pendekatan 

ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam peran relasi kuasa dalam kasus pemerkosaan santriwati 

di Kota Bandung. Studi kasus kritis digunakan untuk memahami kasus sebagai representasi dari 

dinamika relasi sosial yang lebih luas, khususnya dalam konteks dominasi non-formal di lingkungan 

pendidikan. 

Data penelitian bersumber dari studi dokumentasi yang meliputi putusan pengadilan, 

pemberitaan media, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai relasi kuasa, ketimpangan gender, dan 

perlindungan anak. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengidentifikasi posisi sosial pelaku, 

bentuk ketergantungan korban, serta mekanisme relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya 

eksploitasi seksual. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi 

temuan. 
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RESULT AND DISCUSSION  

Relasi Kuasa sebagai Mekanisme Dominasi Non-Formal 

Hasil analisis menunjukkan bahwa eksploitasi seksual dalam kasus pemerkosaan santriwati di 

Kota Bandung berlangsung dalam relasi sosial yang tidak setara. Relasi antara pelaku dan korban 

terstruktur secara hierarkis, di mana pelaku menempati posisi dominan yang memperoleh legitimasi 

sosial dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Dengan demikian, kekerasan tidak muncul 

dalam ruang relasi yang netral, melainkan dalam konfigurasi kekuasaan yang timpang. Kedudukan 

pelaku sebagai figur yang dihormati tidak semata-mata bersumber dari kewenangan formal negara, 

tetapi dari otoritas moral, pengakuan kolektif, serta struktur pendidikan yang menempatkan pendidik 

pada posisi sentral. Legitimasi tersebut menghasilkan kekuasaan simbolik yang membentuk hubungan 

vertikal antara pendidik dan peserta didik. Dalam situasi demikian, santriwati berada dalam 

ketergantungan akademik, sosial, dan psikologis yang membatasi otonomi serta kapasitas resistensi. 

Relasi hierarkis yang dilembagakan secara kultural cenderung menormalisasi kepatuhan 

sebagai nilai utama. Ketika kepatuhan menjadi norma yang diinternalisasi, tindakan otoritatif jarang 

dipertanyakan, bahkan ketika berpotensi melanggar hak. Dominasi dalam konteks ini tidak terutama 

bekerja melalui paksaan fisik, tetapi melalui pembentukan kepatuhan yang dianggap wajar dalam sistem 

pendidikan yang menekankan moralitas dan disiplin. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kekuasaan 

dapat beroperasi secara non-formal melalui proses internalisasi dan ketergantungan struktural. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Devries et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pelaku 

kekerasan terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban dan memiliki posisi sosial 

berpengaruh. Kedekatan sosial dan relasi kepercayaan memperkuat ketimpangan kuasa, sehingga 

korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau melapor. Oleh karena itu, eksploitasi seksual 

dalam kasus ini tidak dapat direduksi menjadi penyimpangan individual semata, melainkan merupakan 

konsekuensi dari relasi kuasa yang tidak diawasi secara memadai. 

Ketimpangan Gender dan Produksi Kerentanan 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kasus ini juga beririsan dengan 

struktur ketimpangan gender. Dalam struktur patriarki, laki-laki dewasa cenderung menempati posisi 

dominan dalam berbagai institusi sosial (Connell, 2021). Dalam lingkungan pendidikan berbasis 

keagamaan, legitimasi moral dan simbolik yang melekat pada figur laki-laki dewasa semakin 

memperkuat struktur hierarki tersebut. Ketimpangan gender memperbesar risiko eksploitasi karena 

perempuan dan anak sering ditempatkan dalam posisi subordinat dalam relasi sosial. 

Ketidakseimbangan distribusi pengaruh dan kontrol ini membatasi ruang partisipasi serta kemampuan 

untuk menolak dominasi (Fraser & Jaeggi, 2022). Ketika norma budaya mengedepankan kepatuhan 

terhadap figur otoritatif, khususnya figur laki-laki yang dipersepsikan memiliki otoritas moral, maka 

ruang resistensi anak perempuan menjadi semakin sempit. 

Pandangan Benhabib et al. (2017) dan Butler (2024) menegaskan bahwa konstruksi sosial 

mengenai gender berkontribusi terhadap reproduksi relasi dominasi dalam ruang sosial. Dalam konteks 

kasus ini, kerentanan korban tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga dengan posisi gender yang 

membatasi legitimasi suara dan akses terhadap perlindungan. Dengan demikian, relasi kuasa tidak 

berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan struktur sosial yang lebih luas. 

Hambatan dalam pengungkapan kasus juga menjadi indikator kuat adanya ketergantungan 

struktural. Moss et al. (2023) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual anak sering menghadapi 

rasa takut, tekanan sosial, dan ketergantungan terhadap pelaku yang menghambat pelaporan. Kondisi 

tersebut memperjelas bahwa relasi kuasa non-formal dapat berfungsi sebagai mekanisme pembatas 
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akses terhadap keadilan. Pola dominasi dan ketergantungan dalam kasus ini, karenanya, merefleksikan 

kecenderungan struktural yang lebih luas dalam masyarakat. 

Dinamika Institusional dan Lemahnya Pengawasan 

Selain dimensi relasi interpersonal dan gender, faktor institusional juga berperan penting. 

Temuan menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam institusi pendidikan 

turut mempertahankan ketimpangan relasi kuasa. Keberadaan regulasi formal tidak serta-merta 

menjamin perlindungan efektif apabila tidak disertai mekanisme implementasi dan kontrol yang 

transparan. Penelitian mengenai perlindungan hukum anak menegaskan bahwa hambatan utama sering 

terletak pada praktik pengawasan dan akuntabilitas institusional (Mawarni et al., 2023; Zahara & 

Suherman, 2024). Tanpa sistem pelaporan yang aman, independen, dan mudah diakses, relasi dominasi 

dapat berlangsung dalam ruang yang tertutup dan minim kontrol eksternal. 

Laporan internasional juga menekankan pentingnya sistem perlindungan anak yang 

terintegrasi, termasuk deteksi dini dan pengawasan independen (Save the Children, 2023; UNICEF, 

2024). Dalam konteks kasus ini, kurangnya transparansi memperluas ruang bagi kekuasaan non-formal 

untuk berkembang tanpa batas yang jelas. Dengan demikian, eksploitasi seksual terhadap anak tidak 

hanya mencerminkan tindakan individual pelaku, tetapi juga menunjukkan kegagalan struktur sosial 

dan institusional dalam membatasi distribusi kekuasaan yang timpang. Ketika relasi dominasi tidak 

dikontrol melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif, risiko eksploitasi meningkat secara sistemik. 

Implikasi terhadap Sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan anak di Indonesia, termasuk 

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, secara normatif telah mengatur larangan dan sanksi terhadap kekerasan seksual 

terhadap anak. Namun demikian, penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan norma hukum tidak 

secara otomatis mencegah terjadinya eksploitasi apabila distribusi kekuasaan dalam institusi pendidikan 

tidak diawasi secara efektif. Relasi kuasa nonformal yang dilegitimasi secara sosial dapat berkembang 

di luar jangkauan mekanisme kontrol hukum formal. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik institusional. Secara 

yuridis, perlindungan anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif melalui pemidanaan, 

tetapi juga preventif melalui penguatan kewajiban pengawasan internal, sistem pelaporan independen, 

serta mekanisme akuntabilitas berbasis institusi. Dengan demikian, reformulasi kebijakan perlindungan 

anak perlu mempertimbangkan dimensi distribusi kekuasaan dalam institusi pendidikan sebagai bagian 

dari strategi pencegahan struktural. 

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menegaskan bahwa relasi kuasa non-formal 

berfungsi sebagai mekanisme struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap 

anak dalam institusi pendidikan. Dominasi terbentuk melalui kombinasi legitimasi sosial, ketimpangan 

gender, dan lemahnya pengawasan institusional. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih 

menekankan aspek kriminologis atau penegakan hukum (Devries et al., 2020; Mawarni et al., 2023), 

artikel ini menempatkan relasi kuasa sebagai variabel analitis utama. Pendekatan ini memperluas 

pemahaman bahwa eksploitasi seksual anak merupakan fenomena yang diproduksi dan direproduksi 

melalui konfigurasi relasi sosial yang timpang. Dengan demikian, tujuan penelitian yang dirumuskan 

dalam pendahuluan terjawab melalui analisis yang menunjukkan bahwa eksploitasi seksual tidak berdiri 

sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur relasi kuasa dalam 

institusi pendidikan. 

 

CONCLUSION  
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Penelitian ini membuktikan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dalam kasus pemerkosaan 

santriwati di Kota Bandung merupakan konsekuensi dari konfigurasi relasi kuasa nonformal yang 

terinstitusionalisasi dalam lingkungan pendidikan. Relasi kuasa tersebut menghasilkan distribusi 

otoritas yang tidak seimbang sehingga menciptakan ketergantungan struktural dan membatasi kapasitas 

resistensi korban. Dengan demikian, eksploitasi tidak dapat dipahami sebagai deviasi individual semata, 

tetapi sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi sosial yang dilegitimasi secara moral dan simbolik. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender dan lemahnya akuntabilitas 

institusional berfungsi sebagai faktor penguat dalam reproduksi dominasi. Interaksi antara legitimasi 

simbolik, struktur patriarkal, dan minimnya pengawasan membentuk kondisi yang memungkinkan 

penyalahgunaan kekuasaan berlangsung secara sistemik. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan 

penelitian, yakni menjelaskan bagaimana relasi kuasa berperan dalam terjadinya eksploitasi seksual 

anak dalam institusi pendidikan. 

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan relasi kuasa dalam analisis 

kekerasan seksual anak, dengan memindahkan fokus dari karakteristik individu menuju struktur 

distribusi kekuasaan dalam institusi sosial. Secara praktis, perlindungan anak memerlukan pembatasan 

konsentrasi kekuasaan simbolik melalui penguatan mekanisme pengawasan, sistem pelaporan 

independen, dan transformasi budaya institusional agar pencegahan bersifat struktural dan 

berkelanjutan. 
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